BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Bantuan Hukum Padang telah berperan dalam memberikan bantuan
hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana penyiksaan, LBH
Padang sebagai instrumen dalam membantu masyarakat atau korban yang
merasa membutuhkan bantuan dalam bidang hukum seperti penyiksaan. Adapun
bentuk advokasi yang diberikan oleh LBH Padang yaitu, Mendampingi korban
mulai dari pelaporan, Mendampingi berita acara pemeriksaan (BAP), dan
mendampingi hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan terhadap korban.
Selain itu LBH Padang juga memiliki peran yaitu memberikan penyuluhan
hukum, memberikan bantuan hukum secara individual dan struktural, dan
melakukan kampanye-kampanye di media sosial mengenai penyiksaann.

2. Kendala-Kendala yang di Hadapi LBH Padang saat memberikan advokasi
terhadap korban tindak pidana penyiksaan ,kendala-kendala yang ditemukan
oleh LBH Padang yaitu kekurangan SDM dari LBH Padang, masyarakat yang
tertutup mengenai informasi Penyiksaan, dan pandangan masyarakat akan

ketidaktahuan untuk meminta bantuan hukum.
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B. Saran

1. Diharapkan LBH Padang untuk lebih bekerja keras lagi dalam menangani
kasus penyiksaan untuk menjaga korban agar tidak terjadinya ancaman atau
intervensi ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan LBH Padang agar
dapat mensosialisasikan mengenai kegunaan saksi dalam proses penegakan
hukum yang sangat membantu, dikarenakan masih banyaknya stigma
bahwasanya saksi diproses penegakan hukum mendapatkan ancaman atau

keberadaannya terancam untuk memberikan kesaksiannya di depan hukum.

2. Diharapkan LBH Padang untuk selalu mendorong peran media dan
menyuarakan pencegahan penyiksaan melalui ratifikasi Optional Protocol
Convention Against Torture (OPCAT) agar adanya protokol secara jelas dari
UNCAT yang mengatur mengenai mekanisme pencegahan penyiksaan dan

juga pelaksanaan hukuman bagi pelaku penyiksaan.
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